
Menimbang

PERATURAN DABRAH KABUPATBI{ DAERAH TTI{GNAT II KUTAI

NOMOR 21 TAHUN L997

TENTANG

PAJAK HOTBL DAI{ RESTORAN

DENGAT{ RAHMAT TUHAT{ YANG }'AHA BSA

BUPATI KBPALA DAERAII TINGKAT TI KUTAI.

: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak
IIoteI dan Restoran i

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kutai llomor 7 Tahun 1996 tentang Pajak Pembangunan I
perlu disesuaikan i

Mengingat : 1.

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dj-maksud huruf b, perlu mengatur kembali Pajak Hote1
dan Restoran yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Daerah
Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun L974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor L7 Tahun L997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran NegaraTahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara l{omor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
7997 Nomor 41, Tambahan Lembaran l{egara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun L997,
Nomor 42, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3686) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peny
erahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan i

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun L997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Neqara Tahun L997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

C.

2.

3.

5。

6.

7.



8. Keputusan Menteri Dalam l{egeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah
Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor LTO Tahun lggTtentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor L73 Tahun LggT

tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang pajak
Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERI{AKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT
TENTANG PA」 AK HOTEL DAN RESTORAN.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepara Daerah Tingkat rr Kutai
d. Dinas Pendapatan Daerah adarah Dinas pendapatan Daerah

Daerah Tingkat II Kutai t

e. Pajak Hotel dan Restoran adarah pungutan Daerah atas
Hotel dan Restoran ;

II KUTAI
⌒

BAB

KETEITTUAN U},TUM

PasaL L

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ,

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIKutai i

;

Kabupaten

Pelayanan

f. Ho'te1 adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapatmenginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitaslainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untutpertokoan dan perkantoran ;

S. Restoran atau rumah makart adalah tempat menyantap makanan dan atau
mi.numan yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
usaha jasa boga atau katering ;

h. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah peroranqan atau badan yang
menyelenggarakan usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanyasendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjaai
tanggungannya ;



`

●■ Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat Keputusan yang menentukan beserrnya jumlah Pajak yang
terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dising-
kat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pemba-
yaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang
harus dibayar i

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yaDg selanjut-
nya disingkat SKPDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan i

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dising-
kat SKPDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang t

Surat Ketetapan Pajak Nihil, yanag selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah, ydtr9 selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adminj-strasi
berupa bunga dan atau denda ;

●
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1.

n.
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p.

BAB

NAMA′  OBYEK DAN

II

SUBYEK PA」 AK

2Pasal

(1) Dengran nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap
pelayanan di hotel dan restoran ;

(2)Obyek
dengan

(3)Obyek l

Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan
pembayaran dihotel dan atau restoran ;

Pajak sebagaimana dj-maksud pada ayat (21 meliputi :

a.. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,
antara lain : gubuk pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwi-
sata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan terma-
suk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyedia-
kan fasilitas seperti rumah penginapan ;

|



b. Perayanan penunjang antara lain telepon, faximil, terek, foto-copi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya,yang disediakan atau dikelola hotel ;

Fasilitas orehraga dan hiburan, antara lain pusat Kebugaran(fitnes center), koram renang, tenis , golf, karaoke, -put;
diskotik, yang disediakan atau diketola'ho[et ;

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel ;
d.

e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang
dengan fasilitas penyantapannya ;

disertai

Pasal

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apertemen dan fasilitas tempat tinggallainnya yang tidak menyatu-dengan hotel i
b. Asrama dan pesantren ;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yangdipergunakan oleh bukan tamu hoter dengan pembayaran ;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum dihotel ;

e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dandapat dimanfaatkan oleh umum ;

f. Pelayanan jasa boga/katering i
g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yangperedarannya tidak melebihi batas i

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badanyang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel- dan atau restoran ;

(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan ataurestoran ;

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepadahotel dan atau restoran ; ' l



Pasal 6

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 t (sepuluh per seratus) ;

BAB IV
WITAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

PasaL T

(1) Pajak yang terutang dipungut di wirayah Daerah ;
(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan eara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Palal e aengan dasar pengenaansebagaimana dimaksud dalam pasal s

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SERAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak ad3lah jangka waktu terten!,u yang l-amanya ditetaptran olehKepala Daerah sebagai dasar untuk ,i',en6rriturrg besarnya pajakterutang ;

Pasal 9

rahun P"l?1. adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwinr kecualibila wajib Pajak ltenggunakan tairun buku ring-iia"r. "i*u-a"ngun tahun 1takwin ;

Pasal 10

Pajak terutangr dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hoteldan restoran ;

Pasal 17

(1) Setiap Wajib pajak Wajib merrgisi SpTpD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud p?da ayat (1) harus diisi dengarr je1as,benar dan lengkap serta aitanaitangani oleh wajib pijir.--it.,,Kuasanya ;

(3) Bentuk, isi- dan tata cara pengisian sPTpD ditetapkan oleh KepalaDaerah



BAB  VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PA」AK

Pasal  12

( 1 ) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ,
Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak atau kurang
dibayar setelah Iewat waktu paling lama 30 (tigra puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 * (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD ;

Pasal 13

( 1 ) waj ib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitung-
kan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;

(2)Dalam jangka waktu 5 (lima)tahun Sesudah saat teruta■ gnya
Kepala Daё rah dapat menerbitkan  :
a. SKPDKB.
bo SKPDKBT.
C. SKPDN.

paj ak,

( 3 ) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 1ainpajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 * (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampalkan dalam jangka waktu yang diten-
tukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 t (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu pallng lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak clipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminis-
trasi berupa kenaikan sebesar 25 * (dua puluh lima persen) daripokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 * (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;

( 4 ) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila dltemukan data baru atau data yang, semula belum terungkapyang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1OO t(seratus per seratus) dari jumrah kekurangan pajak tersebut ;



( 5 ) SKPDN sebagraimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya denganjumrah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak ;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalanr jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 * (dua persen) sebulan ;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal t4

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD )

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Oaerah selambat-
lambatnya L x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepa1aDaerah i

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
dilakukan dengan menggunakan SSpD ;

(2)

Pasal ■5

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, sete-lah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

( 3 ) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2* (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar i

(4) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakanbunga 2* (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar ;

( 5 ) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sertatata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

」
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(1) Setiap pembayaran
diberikan tanda
penerimaan ;

PaSa1  16

pajak sebagaimana
bukti pembayaran

dimaksud dalam Pasal 15
dan dicatat dalam buku

(2) Bentuk, Jenis, Isi ukuran
penerimaan pajak sebagaimana
oleh Kepala Daerah ;

tanda bukti pembayaran dan buku
dimaksud pada ayat (7), ditetapkan

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal t7

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak aifetuarkin 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayarair ;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

atau Surat Peringatan atau surat lain yang
harus melunasi pajak yang terhutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeruarkan oleh pejauat ;

PasaI 18

tanggal Surat Teguran
sejenis, Waj ib Pajak

dalam
Surat
harus

puluh
atau

( 1 ) Apabita jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasijangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atauPeringatan atau surat lain yang sejenis, iumlah pijax yang
dibayar ditagih dengan Surat paksa t

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat ZL (dua
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan
surat laln yang sejenis ;

Pasa1  19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejanit segeramenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan ;



Setelah dilakukan penyitaan
pajaknya, setelah lewat 1O
Surat Perintah Melaksanakan
penetapan tanggal peleLangan

Pasa1  20

dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permj.ntaan
kepada Kantor Lelang Negara ;

Setelah Kantor Le1ang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempatpelaksanaan leIang, Juru Sita memberitahukan dengan segtera secaratertulis kepada Wajib pajak ;

Pasa1  21

Pasa1  22

Bentuk, jenis dan isiformulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB  IX

PENGURANGAN′  KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PA」AK

Pasa1  23

(1)

(2)

Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib pajak
pengurangatr, keringanan dan pembebasab pajak ;

Tata cara pemberian pengurangdrr, keringananpajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),Kepala Daerah ;

dapat memberikan

dan pembebasan
ditetapkan oleh

BAB  X

PENGu貫食器tム :A晏含T:IX3員爵:L3貰( 3:N8金貫含tt貰( ATAU
PENGuRANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1  24

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wa5ib pajak
dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB ataupenerbitannya terdapat kesalahan
atau kekeliruan dalam penerapan
perpajakan daerah ;

SKPDKBT atau STPD yang dalam
tu1is, kesalahan hitung, danperaturan perundang-undangan

■=
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b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar ;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admlnistrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Kepala Daerah,
atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jelas ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama
permohonan sebagaimana dimaksud pada
harus memberikan keputusan i

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 3 ) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan ;

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD ;
b. SKPDKB ;
c. SKPDKBT ;
d. SKPDLB ;
e. SKPDN ;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pali-ng lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang
je1as, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya i

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama L2 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;

3 (tiga) bulan sejak surat
ayat (2) diterima, sudah

⌒
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(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
dimaksud pua. ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

( 5 ) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
menunda kewajiban membaYar Pajak ;

PasaI 26

sebagaimana
memberikan

(1 ) t.idak

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding
Sengketa Pajak dalam jangka waktu
diterimanya kePutusan keberatan ;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud
kewajiban membaYar Pajak ;

kepada Badan PenYelesaian
3 ( tiga ) bulan setelah

pada ayat (1) tidak menunda

Pasa1  27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau
bandi^g s.uagii;ana dimaksud dalim pasal 26 dikabulkan sebaqian atau
seluruhnya, felebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga ""r"".. 

2 * (dua per-seratus) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh emPat) bulan ;

BAB XII

PENGEMBATIAN KETEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Y,Iajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada-Kepala Daerah atau Pejabat ;

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

6"ii" I uuran ""jir. diterimanya parmohonan pengembarian }<elebihan
pembayaran pajak sebagaimana aimltcsua pada ayat (1) harus memberi-
kan keputusan ;

( 3 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Kepala o".iiii--"ii" p.iaba[. tidak memberikan keputusan, permohoflan
pengembali;; kelebj-hln pembayaran pajak dialsOan dikabulkan dan
SKPDLB naiui diterbitkan dalam waktu paling lama t (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai _utang pajak lainnya'. kelebihan
pembayarrrr--pi:"X sebagaimani .dimaksud pada ayat (2) langsung
hip"ii,itungl<';n- untuk -metunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud i
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( 5 ) Pengembalian kelebihan pembayaran
paling lama 2 (dua) bulan sejak
menerbitkan Surat Perintah Membayar

pajak dilakukan dalam waktu
diterbitkannya SKPDLB, dengan
Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelahlewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 * (dua per
seratus ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak ;

Pasal

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarlnnya
diLakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran ;

BAB XIII

KEDAIUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampauijangka waktu 5 (Iima) tahun terhitung sejak saat terutangnyapajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana- Oibidang Perpajakan Daerah i
(2) Kedaluwarsa pelagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila !
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung ;

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugi-kan Keuangan Daerahdapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahundan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SpTpD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan baerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danatau denda paling banyak 4 tempat ) kali jumrah pajak yang
terutang ;
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Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntutsetelah melampaui jangka waktu 1O (sepuluh) tahun sejak saat terutang-nya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahunpajak atau berakhirnya Tahun pajak ;

BAB xv

(1)

PENYIDIKAN

Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang perpajalan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana ;

wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengXap
dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukai
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen-dokumen 1ain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

9. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e ;

(2)

h. Memotret seseorang yang
perpajakan daerah ;

berkaitan dengan tindak pidana

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan Penyidikan ;
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan ;

(3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampikan hasil penyidikannya kepada
penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan'yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB

KETENTUAN

Pasal

XVI i

PENUTUP

34

|⌒、

pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasa1  35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturin Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran
baeiah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 1 Desember L997.
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PEN」ELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I      NOMOR 2■  TAHUN 1997

TENTANG

PA」AK HOTEL DAN RESTORAN

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya undang_undang NOmor ■8 Tahun ■997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak pembangunan I
diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran.

Pa]ak  Pembangunan l sebelumnya te■ ah diatur  da■ am  peraturan

i][:]1 lli:::]::i:II]::::;u::i::::rII 
妻瞥::laせ :1°5aeFahT]II]kat9911

ang Pajak Hotel dan  restOran  maka
Peraturan  Daerah  Nomor 7 Tahun ■996  tersebut  dinyatakan  tidak
ber■ aku。

IIo PENJELASAN PASAL DEMI PASAL。

・′
＼

Pasal ■  s/d ■3

Pasa■ ■4 s/d 20

PaSa1 21 s/d 35

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.
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